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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 45 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 13 TAHUN 2012  

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN  

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 

2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan  

Badan Kepegawaian Negara terdapat perubahan 

besaran nilai Tunjangan Kinerja yang diperoleh Pegawai 

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 

b.  bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
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Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 

tentang  Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan 

Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 240); 

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13  

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, 

dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan  Badan Kepegawaian Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1189); 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1282); 

 



2015, No.1693 
-3- 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN 

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian 

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1189) diubah sebagai berikut: 

 

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2, disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Kepada Pegawai di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara selain penghasilan yang 

berhak diterima menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan, diberikan Tunjangan 

Kinerja setiap bulan.  

(2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas 

jabatan. 

(2a) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Kepala 

diberikan setara dengan kelas jabatan 18 dan 

Wakil Kepala diberikan setara dengan kelas 


